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ABSTRAK 

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 13 Mei 2020. 

Tujuan dari penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah 

penghapusan paten dapat dianggap cacat hukum. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus 

berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan tersebut 

mengatakan bahwa pemberitahuan penghapusan paten kepada pemegang paten tidak 

dapat dilakukan hanya dengan mengumumkannya melalui media elektronik seperti 

halnya laman website. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran paten tahunan masih 

dapat dikenai sanksi berupa denda. Sanksi penghapusan paten tidak sesuai dengan 

semangat upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna 

menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang 

perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Kata kunci: Paten, Penghapusan Paten, Cacat Hukum 

 

ABSTRACT 

This paper analyzing Decision Number 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 13, 2020. 

The purpose of the research in this paper is to find out how patent revocation can be 

considered legally flawed. The research method used is normative jurisprudence with a 

legal approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent 

legal force. Based on this research, it can be said that the Supreme Court in the decision 

said that notification of patent revocation to patent holders cannot be done simply by 

announcing it through electronic media such as web pages. Failure to comply with the 

annual patent payment obligation may still be subject to sanctions in the form of fines. 

Sanctions for the abolition of patents are not in line with the spirit of efforts to optimize 

Non-Tax State Income to support national development, as a source of state revenue that 

needs to be managed and used to improve services to the community. 

Keywords: Patents, Revocation of Patents, Legal Defects 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam perlindungan paten di 

Indonesia adalah dengan dihapuskannya paten terdaftar dari daftar umum 
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paten. Penghapusan paten ini mengakibatkan hilangnya akibat hukum yang 

berkaitan dengan paten atau yang berasal dari paten terdaftar tersebut.  

Ada beberapa alasan sebuah paten terdaftar dapat dihapuskan dari 

daftar umum paten. Diantara alasan tersebut adalah tidak terpenuhinya 

kewajiban pemilik atau pemegang paten membayar biaya tahunan1. 

Direktorat Jenderal Kekakyaan Intelektual melalui Surat Edaran 

Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 mengumumkan penghapusan 

beberapa paten terdaftar karena dianggap lalai melakukan kewajiban 

pembayaran pemeliharan paten tahunan. Namun penghapusan paten 

terdaftar ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak 

sah dan bertentangan dengan hukum melalui putusan Peninjauan Kembali 

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 

Februari 2019 yang juga turut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

Niaga Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.niaga.Jkt.Pst tanggal 

06 Juni 2018. 

Majelis hakim berpendapat bahwa surat pemberitahuan 

penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual cq. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang adalah tidak 

sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, telah 

terjadi kebijakan penghapusan paten yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga dapat dikatakan cacat 

hukum dan dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk 

menentukan titik kecacatan tersebut dan saran agar hal serupa tidak terjadi 

kembali di masa yang akan datang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan 

masalahnya yaitu: Bagaimana penghapusan paten dapat dianggap cacat 

hukum berdasarkan Putusan Mahkahah Agung Nomor 11 PK/Pdt.Sus-

HKI/2020? 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. 

Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 11 

PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020. Data yang digunakan adalah 

data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan 

hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi 

kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara 

kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab 

permasalahan dalam tulisan ini. 

 
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 130. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu 

tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan 

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian ini 

sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten. Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan 

ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang 

teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan 

pengembangan produk atau proses.  

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang 

yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam 

kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah Inventor 

sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari 

pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten 

tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. Lisensi adalah izin 

yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar 

perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 

paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut: 

a. Baru, yaitu jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi 

tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya; 

b. Mengandung langkah inventif, yaitu jika invensi tersebut merupakan 

hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang 

mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik; 

c. Dapat diterapkan dalam industri, yaitu jika invensi tersebut dapat 

diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. 

Adapun, invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi 

mengenai: 

a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau 

pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; 

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan 

yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; 

c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau 

d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang 

esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non 

biologis atau proses mikrobiologis. 

Perlindungan Paten meliputi Paten dan Paten Sederhana. Paten 

diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung Langkah inventif, dan 

dapat diterapkan dalam industri.  

Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat 

yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, 

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, 
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konfigurasi, konstruksi atau komponennya, dan dapat diterapkan dalam 

industri. Sehingga dapat dilihat perbedaan antara Paten dan Paten 

Sederhana adalah sebagai berikut: 

a. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah 

inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten 

sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari 

produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam 

industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk 

yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki 

fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya 

yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya 

yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, 

atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang 

berupa proses atau metode yang baru. 

b. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, 

sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. 

c. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada 

progres teknologi dalam paten. 

Jangka waktu pelindungan paten pun berbeda untuk kedua jenis 

paten tersebut, yaitu: 

a. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal 

penerimaan permohonan Paten. 

b. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 

penerimaan permohonan Paten sederhana. 

c. Jangka waktu pelindungan Paten yang telah diberikan tersebut tidak 

dapat diperpanjang, Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk 

memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi Pemegang Paten atau 

Paten Sederhana. 

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten yaitu sebagai berikut: 

a. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten 

yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa 

persetujuannya: 

1. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, 

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan 

untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi 

Paten; 

2. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi 

Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. 

b. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten hanya 

berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari 

penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten. 

c. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau 

analisis, larangan tersebut dapat dikecualikan sepanjang tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak 

bersifat komersial. 
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d. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di 

Indonesia yang harus menunjang transfer teknologi, penyerapan 

investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. 

e. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar 

biaya tahunan. 

2. Penghapusan Paten 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, 

penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum. 

Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan 

dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Dalam 

Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten 

disebutkan bahwa paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya 

karena: 

a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh 

Menteri; 

b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah 

mempunyai kekuatan hulum tetap; 

c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding 

paten; atau 

d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya 

tahunan. 

Dalam hal Pemegang Paten ingin menghapus klaim, maka 

Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Menteri. Selain itu, Pemegang Paten maupun Pihak Ketiga dapat 

mengajukan gugatan penghapusan melalui Pengadilan Niaga, alasannya 

dapat beragam seperti tidak memiliki kebaruan, bukan merupakan 

cakupan invensi, dan tidak termasuk invensi yang dapat diberi paten. 

Selain itu, penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan juga dapat 

dilakukan jika: 

a. Paten yang berasal dari sumber daya Genetik atau bersumber dari 

pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebutkan asal muasalnya 

bisa juga dimohonkan untuk dihapuskan. Pihak ketiga yang dapat 

membuktikan asal muasalnya dapat mengajukan gugatan 

penghapusan dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2016 tentang Paten. 

b. Pemegang Paten/Penerima Lisensi dapat mengajukan permohonan 

penghapusan ke pengadilan Niaga. Misalnya, ada invensi yang sama 

tetapi diberikan kepada pemegang lain agar invensi yang sama 

tersebut dihapuskan. 

c. Penghapusan paten juga dapat diajukan oleh jaksa atau pihak lain 

yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan 

penerima lisensi yang diajukan melalui pengadilan Niaga. Alasan 

jaksa bersifat limitatif, yakni pemberi lisensi ternyata tidak mampu 

mencegah pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan 

masyarakat dalam waktu 2 tahun setelah lisensi diberikan. 
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Dalam hal Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban 

membayar biaya tahunan paten, hal ini berlaku dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 UU Paten 

Tahun 2016, yaitu: 

a. Pembayaran biaya tahunan wajib dilakukan paling lambat enam 

bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan; 

b. Biaya tahunan dibayarkan untuk satu tahun pertama sejak tanggal 

penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya 

tahunan satu tahun berikutnya; 

c. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama satu 

bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada 

periode masa perlindungan tahun berikutnya.  

Selanjutnya dalam Pasal 141 menegaskan Paten yang telah 

dihapus tidak dapat dihidupkan kembali (Pasal 137 Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2016). Kecuali ditentukan lain dalam putusan 

Pengadilan Niaga, paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal 

putusan penghapusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

(Pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016). 

3. Cacat Hukum 

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau 

prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga 

dikatakan cacat secara hukum. Cacat hukum dapat diartikan sebagai 

suatu ketidaksempuraan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu 

peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini 

disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat 

secara hukum. Dalam suatu contoh yang diberikan oleh Black’s Law 

Dictionary 9th Edition, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk 

suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk keamanan suatu 

produk. 

Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini 

dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan 

putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard). Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang 

biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan 

bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. 

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan 

bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada 

gugatan, antara lain: 

a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang 

tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen 

Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement); 

b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 

c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium 

litis consortium; 
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d. Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi 

(kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya. 

Sementara itu, akibat lain dari gugatan yang cacat hukum adalah 

sebagai berikut: 

a. Gugatan Obscuur Libelatau gugatan penggugat tidak jelas/kabur. 

Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang Obscuur Libel itu 

sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi 

(fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila 

seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka 

akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang Obscuur 

Libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat 

diterima”. 

b. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum 

(rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar 

hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil 

gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas 

(een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 

Rv; 

c. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak 

lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya, dan atau tidak 

ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan 

Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang 

menyatakan “karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas 

letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”; 

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing 

berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, 

penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang 

dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau 

menggabungkan bebepa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi 

objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya 

sebagai penggugat harus memahami bahwa penggabungan boleh 

dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara 

satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk 

maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. 

Sebagai contoh, misalnya menggabungan antara gugatan mengenai 

wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum. 

E. Pembahasan 

1. Kasus Posisi 

Layanan publik yang berkualitas dan berkesesuaian dengan 

peraturan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya, dan 

merupakan kewajiban penyelenggara dalam memberikan layanan yang 

berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang tidak berkualitas, 

berdampak pada turunnya kepercayaan publik kepada penyelenggara 

pelayanan publik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada 

penyelenggara layanan, diperlukan waktu dalam memperbaikinya. 
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Tidak ada pihak yang mengharapkan terjadinya pelayanan 

publik yang cacat hukum dalam melaksanakan tugas sebagai institusi 

penyelenggara, namun tidak dapat dipungkiri akan adanya ketidakpuasan 

masyarakat atas layanan yang diterima. Sehingga, diperlukan 

pemahaman bersama secara sinergi antara penyelenggara layanan dengan 

masyarakat. Pemahaman tidak hanya terbatas pada Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, namun juga pemahaman atas Undang-Undang 

yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan evaluasi dari sudut 

pandang substansi. Apakah amanat undang-undang sudah dijalankan 

dengan baik terutama oleh Pemerintah sebagai pelayan publik. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus adalah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Paten yang merupakan acuan dalam perkara gugatan 

yang diajukan oleh PT Jaindo Metal Industries melawan Direktorat 

Paten, DTLST, dan RD. 

Penghapusan paten menghilangkan segala akibat hukum yang 

berkaitan dengan paten. Pemilik atau pemegang paten tidak lagi 

mendapatkan hak perlindungan terhadap paten yang dimilikinya. Hak 

eksklusif untuk menggunakan suatu invensi yang dimiliki inventor 

sebagai imbalan atas diperolehnya paten atas invensi tersebut, menjadi 

hilang begitu paten tersebut dihapuskan dari daftar umum paten. Paten 

yang telah dihapus juga mengakibatkan pemegang paten tidak lagi 

memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan paten atau yang 

biasa disebut dengan biaya pemeliharaan. 

Berdasarkan Pasal 141 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Paten, paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali 

berdasarkan putusan pengadilan. Paten yang dinyatakan dihapus akan 

menjadikan paten tersebut menjadi public domain. Public domain adalah 

sebuah kondisi di mana karya intelektual tersebut tidak dilindungi oleh 

hak kepemilikan yang eksklusif dan masayarakat umum dapat 

menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin ke siapa pun. 

Karya yang masuk ke ranah public domain sudah tidak lagi dimiliki oleh 

satu individu atau perusahaan tertentu. 

Perkara penghapusan paten dapat berimbas kepada beberapa hal 

pembahasan sebagai berikut. Pertama, paten adalah merupakan hak 

keperdataan dalam hal ini hak kebendaan2 yang diperoleh dengan syarat 

 
2 Hak kebendaan atau zakelijk recht adalah hak mutlak atas suatu benda yang 

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun 

juga. Dalam hak keperdataan, selain hak kebendaan juga terdapat lawannya yaitu hak perorangan 

(persoonlijk recht). Hak kebendaan sendiri mempunyai ciri-ciri unggulan, antara lain bersifat 

mutlak, asas droit de suite, asas prioritas, asas droit de preference, dan gugat kebendaan. Trisadini 

Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan”, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan 

Pembangunan, 17, 1 (2012): 44-53. Digolongkannya paten dan juga bidang hak kekayaan 

intelektual lainnya sebagai hak kebendaan atau hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak 

(HKI) tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak 

mutlak). Ia memiliki ciri: dapat dijual, dilisensikan, diwariskan, dan lain-lainnya sehingga dapat 

dipindahtangankan kepemilikannya berdasarkan alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut 
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yang relatif sulit dibandingkan dengan bidang kekayaan intelektual 

lainnya. Persyaratan seperti harus memiliki nilai kebaruan, mengandung 

langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, merupakan 

persyaratan yang relatif hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang 

melakukan penelitian dengan penemuan yang inovatif dan kreatif. Oleh 

karenanya, akan menimbulkan pertanyaan, mengapa ketika sebuah 

invensi sudah diberi paten justru kemudian menjadi dihapuskan.3 

Kedua, penghapusan paten terdaftar hanya bisa dilakukan 

karena empat hal: permohonan dari Pemegang Paten dan dikabulkan oleh 

Menteri; putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; putusan 

Komisi Banding Paten; dan tidak terpenuhinya kewajiban pemilik atau 

Pemegang Paten membayar biaya tahunan4. Di antara empat sebab 

penghapusan paten tersebut, maka sebagian besar disebabkan karena 

“invensi yang diberi paten tidak layak mendapatkan paten” atau “pemilik 

paten tidak melaksanakan kewajibannya”. Dalam hal Pemegang Paten 

tidak melaksanakan kewajibannya, maka hal ini menjadi pertanyaan 

tentang maksud Pemegang Paten mendaftarkan paten, sebab kewajiban 

tersebut sesungguhnya menjadi perimbangan atas hak yang diperoleh. 

Jika hak Pemegang Paten adalah mendapat hak eksklusif dalam 

melaksanakan paten, maka kewajibannya ialah melaksanakan invensinya 

di Indonesia dan membayar biaya tahunan. Penghapusan paten yang 

terjadi selama ini turut menjelaskan tentang realita perlindungan paten di 

Indonesia5 sejauh ini, yang sering disorot tertutama karena rendahnya 

invensi dalam negeri yang mendapat paten. 

Kasus dalam Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 pada 

awalnya dilatarbelakangi oleh penghapusan paten dengan judul “Profil U 

Dari Rangka Atap Baja Ringan Dengan Pelat Diafragma” milik PT. 

Jaindo Metal Industries dengan Sertifikat Paten IDP000028054, yang 

dihapuskan secara sepihak oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia 

Dagang melalui Surat Edaran Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 

perihal “Pemberitahuan Penghapusan Paten” yang diumumkan melalui 

laman website www.dgip.go.id  

Obyek gugatan dalam hal perkara ini adalah surat edaran 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diragukan kekuatan 

hukumnya sebagai dasar dalam penghapusan paten terdaftar. Terlebih 

 
hukum seperti hak kebendaan lainnya. Dadan Syamsudin, “Hak Kekayaan Intelektual dan 

Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang”, http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-

content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf. 
3 Ardani, Alif M. Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan 

Penyebabnya. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019). 
4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 130. 
5 Kewajiban melaksanakan invensi di Indonesia bagi inventor atau pemegang paten ini 

pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan industri di dalam 

negeri. Pengembangan dan peningkatan industri dalam negeri, atau disebut dengan industrialisasi, 

merupakan bagian dari politik hukum dibentuknya UU Paten di Indonesia. M. Zulfa Aulia, 

“Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan 

Harmonisasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22, 2 (2015): 223-237. 
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dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu Pasal 

134 ayat (1), (2) dan (3) tidak mengatur bahwa pemberitahuan kepada 

pemegang paten sebelum paten dinyatakan hapus berdasarkan alasan 

Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, 

dapat dilakukan secara elektronik (online).  

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pemegang Paten tidak 

memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, sehingga Paten 

IDP000028054 milik PT. Jaindo Metal Industries dihapuskan dari daftar 

umum paten. Surat tersebut diterbitkan didasarkan kepada Pasal 126 ayat 

(1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Paten jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Nomor HKI-3.08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa 

Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 

Tahun 2001 ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

Penggugat dalam hal ini PT. Jaindo Metal Industries 

berpendapat bahwa, tidak dipenuhinya kewajiban Pemegang Paten 

membayar biaya tahunan masih dapat dikenai sanksi denda sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

 

2. Penghapusan Paten yang Cacat Hukum dalam Putusan Nomor 11 

PK/Pdt.Sus-HKI/2020 

PT Jaindo Metal Industries mendaftarkan paten miliknya dengan 

nomor permohonan P00200800043 pada tanggal 28 Januari 2008. 

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan formalitas, publikasi, 

dan pemeriksaan substantif, Direktorat Paten, DTLST, dan RD kemudian 

mencatatkannya dalam daftar umum paten pada Tanggal 15 April 2011 

dengan Register No. IDP000028054.  

Pada tanggal 22 Mei 2017, Direktorat Paten, DTLST, dan RD 

mengeluarkan Surat Edaran No. HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 yang 

salah satu isinya menghapus Paten terdaftar No. IDP000028054 milik PT 

Jaindo Metal Industries dikarenakan menunggak biaya pemeliharaan 

tahunan paten sehingga paten tersebut menjadi berstatus "Batal Demi 

Hukum". 

Atas hal tersebut PT Jaindo Metal Industries melalui Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat mengajukan gugatan dengan perkara Nomor 

18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst untuk melawan 

Direktorat Paten, DTLST, dan RD. Dalam gugatannya, PT Jaindo Metal 

Industries menuntut Direktorat Paten, DTLST, dan RD agar 

menghidupkan kembali paten miliknya dan mencatatkannya kembali 

dalam Daftar Umum Paten. Menurutnya, Direktorat Paten, DTLST, dan 

RD tidak sah sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum tentang 

pemberitahuan penghapusan Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 pada 

tanggal 22 Mei 2017. 
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PT Jaindo Metal Industries juga menilai surat edaran Direktorat 

No. HKI-3-08.OT.02.02/2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya 

Tahunan UU Paten No. 14/2001 ke UU Paten No. 13/2016 pada 30 

September 2016 tidak sah karena bertentangan dengan peraturan 

pemerintah. PT Jaindo Metal Industries berpendapat bahwa sesuai aturan 

yang ada, konsekuensi keterlambatan pembayaran biaya pemeliharaan 

tahunan paten adalah berupa denda dan bukan pembatalan paten dari 

daftar umum paten. Tuntutan lainnya, meminta pengadilan untuk 

memerintahkan Direktorat Paten, DTLST, dan RD menerima iuran 

pembayaran biaya tahunan paten ke sepuluh dan seterusnya. 

Majelis hakim dalam amar keputusannya pada tanggal 26 

September 2018 menyatakan bahwa penghapusan paten oleh Direktorat 

Paten, DTLST, dan RD tidak sah dan bertentangan dengan hukum. 

Putusan lain memerintah tergugat menghidupkan kembali sertifikat paten 

nomor IDP000028054 setelah PT Jaindo Metal Industries membayar 

tunggakan biaya pemeliharaan paten ditambah dendanya sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal 5 Oktober 2018 melalui Akta Permohonan Kasasi 

Nomor 25K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst, pihak Direktorat 

Paten, DTLST, dan RD mengajukan Kasasi dengan tuntutan supaya 

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Direktorat Paten, 

DTLST, dan RD dengan Putusan Kasasi Nomor 91 PK/PDT.SUS-

HKI/2019 Tanggal 12 Feb 2019. Dalam putusannya, Mahkamah Agung 

menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan 

hukum dengan mengabulkan gugatan dari PT Jaindo Metal Industries 

atas perkara Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst. 

Majelis hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa dalil yang 

disampaikan Direktorat Paten, DTLST, dan RD dalam memori kasasinya 

menyatakan pemegang paten yaitu PT Jaindo Metal Industries telah lalai 

dalam membayar biaya tahunan paten, tidak dapat dibenarkan. Majelis 

hakim Mahkamah Agung dalam amar keputusannya, mengatakan bahwa 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan 

hukum sehingga menolak permohonan kasasi Direktorat Paten, DTLST, 

dan RD. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, surat edaran yang 

dilampirkan oleh Direktorat Paten, DTLST, dan RD melalui website 

bukanlah suatu bentuk pemberitahuan karena tidak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

Pada 31 Oktober 2019 melalui Akta Nomor 10PK/Pdt.Sus-

HKI/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst, Pihak Direktorat Paten, DTLST, dan RD 

mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim menolak permohonan 

peninjauan kembali Direktorat Paten, DTLST, dan RD melalui Putusan 

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 3 Juli 2020. Mahkamah Agung 

berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Direktorat Paten, 

DTLST, dan RD tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat 
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menentukan dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam 

putusan. 

Bukti baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten ditetapkan 

tanggal 19 Desember 2018 dan baru berlaku sejak tanggal 28 Desember 

2018. Sedangkan gugatan dalam perkara a quo dengan Nomor 

18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, didaftarkan di Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2018, 

sehingga pada saat gugatan diajukan, bukti baru tersebut belum ada. 

Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 

Tahun 2018 mengatur mengenai permohonan paten, sedangkan perkara a 

quo adalah mengenai penghapusan paten, sehingga mempunyai akibat 

hukum yang berbeda, oleh karena syarat-syarat dalam permohonan paten 

tidak dapat dipersamakan dengan penghapusan paten. 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak 

mengamanatkan pemberitahuan penghapusan paten yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan paten, dapat dilakukan 

secara elektronik atau melalui media website. Selain itu, tidak 

dipenuhinya kewajiban Pemegang Paten membayar biaya tahunan masih 

dapat dikenai sanksi denda sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pilihan sanksi 

penghapusan paten tidak sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2016 yaitu upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai 

salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan 

dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

F. Penutup 

1. Kesimpulan 

Penghapusan paten dapat dianggap cacat hukum berdasarkan 

Putusan Mahkahah Agung Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dikarenakan 

pemberitahuan tersebut hanya disampaikan melalui media elektronik 

dalam hal ini laman website. 

Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran paten tahunan masih 

dapat dikenai sanksi berupa denda. Sanksi penghapusan paten tidak 

sesuai dengan semangat upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, 

sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan 

dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 telah berkekuatan 

hukum tetap dan memberikan kepastian atas terpenuhinya hak pemegang 

paten atas paten miliknya, serta memperoleh perlindungan sebagaimana 

haknya. 
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2. Saran  

Setiap surat edaran dan putusan apapun terkait permohonan 

kekayaan intelektual hendaknya disampaikan secara langsung kepada 

pemohon atau pemegang hak dan bukan merupakan pengumuman yang 

hanya disampaikan melalui laman website.  
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